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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT-

Tuhan maha pemilik alam. Nikmat sehat selalu kita manfaatkan 

semata untuk menghamba pada-NYA. Penghormatan saya 

sampaikan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah 

memberikan bimbingan sehingga laporan Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dapat 

terselesaikan. Kepada seluruh PPNPNS Bawaslu Kota telah 

membantu menyempurnakan laporan ini kami ucapkan terima kasih. 

 Pengantar ini justru hanya klise jika hasilnya kelak tidak membawa 

manfaat sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman Bawaslu 

mendatang. Bawaslu mengambil jargon, berhasil menyelenggarakan 

proses namun juga harus berhasil membuahkan hasil yang “bersih”, 

maknanya adalah, keberhasilan menangani dan menjalankan 

program, namun harus berhasil mempertanggungjawabkan 

penggunaan keuangan lebih efisien transparan dan akuntabel.  

  Dalam pengantar ini, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota 

Samarinda berusaha menghadirkan data dan hasil Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 

2020. Bawaslu memiliki sandaran khusus menangani sengketa yakni 

diatur di peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Mewakili Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan permohonan maaf 

jika dalam pelaporan ini terdapat kesalahan. Semoga materi laporan 

ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 
Ketua, 

 

 

Abdul Muin, S.Sos 
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A. Pendahuluan 

Bawaslu Kota Samarinda mempunyai kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Samarinda Tahun 2020. Ketentuan terhadap hal tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam 

Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa 

Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya 

laporan atau temuan. Terdapat 2 Jenis sengketa dalam Pemilihan, 

seperti disebutkan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016, yakni meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan 

sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara 

Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota.   

Objek sengketa Pilkada ada dua, yakni keputusan KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam menyelesaikan sengketa 

Pilkada, ada dua tahapan yang bisa dilakukan Bawaslu, yaitu 

melalui musyawarah secara tertutup dan terbuka. Jika dalam 

musyawarah secara tertutup para pihak tidak mencapai 

kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka. 

Kemudian Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses 

Pemilihan tersebut berpedoman terhadap Peraturan Bawaslu 

(Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. 
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Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan 

untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum ataupun 

pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagai perwujudan pelaksanaan 

upaya administrasi keberatan (pengajuan sengketa) terhadap 

keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam bentuk surat 

keputusan atau berita acara, kewenangan yang menjadi 

kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu/ pemilihan di 

Indonesia. Sengketa dalam pilkada seringkali terjadi karena 

gesekan-gesekan kepentingan di tingkat bawah, lantaran adanya 

benturan hak antarpeserta pemilihan. Unsur terjadinya sengketa 

antara lain adanya dua pihak atau lebih, memiliki perbedaan 

tujuan/kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum, saling 

berusaha memperjuangkan tujuan/kepentingannya.  

Penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga yang bersifat 

netral dan tidak memihak. Syarat terjadinya sengketa antarpeserta 

adalah; adanya para pihak yang bersengketa (subjectum litis), 

adanya objek yang disengketakan (objectum litis), adanya lembaga 

penyelesaian sengketa (dominus litis). Mengacu pada Pasal 142 

UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 

Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota, sengketa pemilihan terdiri atas 

sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta 

pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. 

Adapun kewenangan untuk penyelesaian sengketa proses 

pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu provinsi dan 

sengketa proses pemilihan bupati/walikota, diselesaikan oleh 

Bawaslu kabupaten/kota.  
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Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu 

(Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

sengketa antarpeserta dapat diselesaikan oleh Panwaslu 

Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu 

kabupaten/kota. 

 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-undang;  

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 

tanggal 29 Januari 2020; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

 

C. Latar Belakang 

Menurut Pasal 201A ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara 

serentak tahun 2020 dilaksanakan bulan Desember 2020. 

Selanjutnya, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

(PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, hari 

pemungutan suara akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 

2020. 

Telah kita ketahui bersama, pada tanggal 21 Maret 2020, 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pilkada karena 

meluasnya pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia. Namun, mulai 

tanggal 15 Juni 2020, KPU kembali melanjutkan tahapan Pilkada 

yang sempat tertunda. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan 

diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 9 

kabupaten. Pilkada tahun ini merupakan Pilkada serentak 

gelombang keempat setelah tahun 2015, 2017 dan 2018. 

Untuk diketahui, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 

2020, ada beberapa tahapan yang mempunyai potensi munculnya 

sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara 

Pemilihan. Tahapan itu adalah: 

1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon 

perseorangan. 

Tahapan ini meliputi: 

a. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil 

perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU Nomor 5 

Tahun 2020, dimulai tanggal 25-28 Juli 2020. 

b. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan 

perbaikan, tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020. 
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c. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat 

kabupaten, tanggal 20-21 Agustus 2020. 

2. Tahapan penetapan pasangan calon 

Tahapan ini terdiri dari: 

a. Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6 

September 2020. 

b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan,  tanggal 11-12 

September 2020. 

c. Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 September 2020. 

d. Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September 

2020. 

e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 14-

16 September 2020. 

f. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-22 

September 2020. 

g. Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020. 

3. Tahapan kampanye 

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai 

tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. 

Tahapan ini meliputi: 

a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), 

tanggal 25 September 2020. 

b. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 

Kampanye (LPSDK), tanggal 31 Oktober 2020. 

c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye (LPPDK), tanggal 6 Desember. 

d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon, tanggal 

23-25 Desember 2020. 
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Adapun potensi sengketa yang terjadi antar peserta 

Pemilihan hanya terdapat dalam tahapan kampanye, yaitu dari 

tanggal 26 September hingga tanggal 5 Desember 2020. 

 

D. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan Pembuatan Laporan akhir 

penyelesaian sengketa Pemilihan ini, yaitu:  

1. Dalam rangka melaksanakan sesuai tugas dan wewenang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22B Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang, Bawaslu bertugas untuk melakukan evaluasi 

Pengawasan Penyelenggaran maupun Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap 

pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses 

Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatribusikan oleh 

Perundang-undangan.  

3. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan (stakeholder) 

kepemiluan yang berkaitan dengan data dan informasi yang 

berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pemilihan yang 

terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota tahun 2020.  

4. Sebagai bahan evaluasi baik secara internal di lingkungan 

Pengawas Pemilu maupun secara eksternal terkait penegakan 

hukum Pemilu khususnya yang berkatan dengan penyelesaian 
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sengketa Pemilihan yang terjadi pada Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota tahun 2020. 

5. Untuk memberikan rekomendasi yang relevan terkait perbaikan 

atau penyempurnaan dalam desain penyelesaian sengketa 

Pemilihan yang berangkat dari kenyataan empirik (in concrito) 

penyelesaian Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 

2020. 
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BAB I 

Penyelesaian Sengketa Peserta Dengan Penyelenggara 

 

1. Luas Wilayah 

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan 

Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten 

Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang 

kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah 

yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 

718,00 km2 dan terletak antara 117003'00" Bujur Timur dan 

117018"14" Bujur Timur serta diantara 00019'02" Lintang Selatan 

dan 00042'34" Lintang Selatan. 

Sejak akhir tahun 2010 kota Samarinda dibagi menjadi 10 

kecamatan yaitu kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda 

kota, Sambutan, Samarinda Sebarang, Loa Janan Ilir, Sungai 

Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. 

Sedangkan jumlah desa di kota Samarinda sebanyak 59 

Kelurahan/Desa.1 

Letak, batas dan luas kota Samarinda dapat digambarkan dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1 

1. Letak Antara 117003'00" Bujur Timur 

  117018'14" Bujur Timur 

  00019'02" Lintang Selatan 

  00042'34" Lintang Selatan 

2. Batas Utara Kabupaten Kutai Kartanegara 

 
1 https://www.samarindakota.go.id/website/laman/kondisi-geografis 
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 Timur Kabupaten Kutai Kartanegara 

 Selatan Kabupaten Kutai Kartanegara 

 Barat Kabupaten Kutai Kartanegara 

3. Luas  718,00 Km2 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di Kota Samarinda berdasarkan table tahun 2020 

sebagai berikut:2 

Tabel 2 

Jenis Kelamin Dan Jumlah Tahun 2020 

Laki-Laki 458.074 

Perempuan 428.732 

Jumlah 886.806 

 

3. Jumlah Suara Sah 

Jumlah suara sah berdasarkan formular model D.HASIL 

KABUPATEN/KOTA – KWK Komisi Pemilihan Umum Kota 

Samarinda Sejumlah : 284080. 

 

4. Calon Walikota dan Wakil Walikota 

 Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan: 

a. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M 

b. Hj. Siti Qomariah S.E., M.M. dan Ansarullah, S.E 

c. Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo 

 Calon Walikota dan Wakil Walikota diusung Partai Politik: 

 
2 https://samarindakota.bps.go.id/dynamictable/2020/05/27/37/jumlah-penduduk-kota-samarinda-

menurut-jenis-kelamin-1979-2020.html 
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a. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis 

b. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi 

 

5. Pasangan Calon Yang Ditetapkan 

1. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis 

2. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi 

3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M 

 

6. Mekanisme Pencegahan 

a. Pencegahan  

Secara umum upaya pencegahan dilakukan dengan 

bersurat kepada peserta Pemilihan terkait potensi rawan 

sengketa dan regulasi yang wajib dipatuhi peserta Pemilihan. 

Setelah mereka memahami regulasi tidak terjadi sengketa. 

Berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya ke bawah 

untuk cermat dan teliti mengambil tiap keputusan. Sebab sedikit 

saja celah, dapat berpotensi disengketakan peserta Pemilihan. 

Upaya pencegahan dilakukan seperti: 

 Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-

undangan kepada peserta Pemilihan; 

 Audiensi kepada pengadilan tata usaha Negara (PTUN) 

selain sebagai partner, diharapkan bisa bersinergi terkait 

tugas dan kewajiban masing-masing lembaga; 

 Memberi masukan dan rekomendasi KPU sebelum 

menerbitkan keputusan, sehingga nantinya tidak 

berpotensi timbul sengketa; 

 Memastikan hasil pengawasan Bawaslu setiap tahapan 

Pemilihan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa 

Bawaslu memiliki data penguat untuk dasar 

meneberbitkan putusan. 
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b. Aktifitas Divisi 

Bawaslu Kota Samarinda melakukan aktifitas penunjang 

pengetahuan Divisi Penyelesaian Sengketa diantaranya 

sebagai berikut : 

 Melakukan “jajak pendapat” bersama peserta Pemilihan, 

terkait pengetahuan mereka tentang beracara (sengketa) 

di Bawaslu; 

 Mencari informasi terkait antisipasi peserta Pemilihan 

mana yang akan mengajukan permohonan sengketa; 

 Membuat rencana kajian setiap keputusan KPU yang 

akan diterbitkan tiap tahapannya;  

 Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu 

setingkat diatasnya untuk memberikan arahan dan 

bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa 

Pemilihan; 

 Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu 

setingkat dibawahnya untuk memberikan arahan dan 

bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa 

Pemilihan. 

 

7. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Penyelenggara 

a. Identitas Pemohon 

Bakal Calon Walikota              : 

Nama : Parawansa Assoniwora, S.Pd., MA. 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Kewarganegaraan : WNI 

Alamat : Jl. U. Suropati GTL Blok X-9 RT.018    

Samarinda 

Nomor Telepon/HP/faksimile : 08115828527 
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Alamat e-mail : revoltasos@gmail.com 

  

Bakal Calon Wakil  Walikota  : 

Nama : Ir. Markus Taruk Allo 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Kewarganegaraan : WNI 

Alamat : Jl. Gunung Lingai No. 74 RT. 003   

Samarinda 

Nomor Telepon/HP /faksimile : 085250312777 

Alamat e-mail : Markustarukallo11@gmail.com 

 

b. Identitas Termohon 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda yang 

berkedudukan di Jl. Ir. Juanda No. 18 Kelurahan Air Hitam, 

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kode Pos 75124, 

Nomor Telepon 0541-767777. 

 

c. Tanggal Pengajuan Permohonan 

Tanggal pengajuan Permohonan pada hari Selasa tanggal 

25 (Dua Puluh Lima) Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua 

Puluh, Pukul 14.52 Wita. 

 

d. Identitas Pihak Terkait 

Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang diterima oleh 

Bawaslu Kota Samarinda tidak ada pihak terkait. 

 

 

 



 
Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa 

  Bawaslu Kota Samarinda 
 

13 
 

e. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Bahwa atas nama yang disebutkan diatas telah 

mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota 

Samarinda pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima 

Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 14.52 

Wita diterima oleh staf yang ditunjuk sebagai penerima 

permohonan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2020. Setelah diterimanya dokumen 

permohonan sengketa, Bawaslu Kota Samarinda 

melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang 

dijadikan alat bukti dalam permohonan sengketa 

pemilihan. 

Dalam verifikasi Formil dan Materiil beberapa yang 

harus dilengkapi seperti:  

1. Kelengkapan Formil yaitu Kelengkapan Dokumen 

yang terlampir dalam Formulir Permohonan yang 

dimohonkan; 

2. Kelengkapan Materiil yaitu melakukan perbaikan 

terhadap Permohonan sesuai dengan Formulir 

Model PSP-1 dan kesesuaian Objek Sengketa 

berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 

2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. 

Sehingga Bawaslu Kota Samarinda dalam Rapat Pleno 

yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh 

Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 
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10.00 Wita menyimpulkan bahwa kepada pemohon untuk 

memperbaiki atau melengkapi permohonan pemohon. 

Pada tanggal hari Senin Tanggal Tiga Puluh Satu 

Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 14.08 

Wita pemohon menyerahkan dokumen perbaikan 

permohonan pemohon yang diserahkan oleh kuasa 

hukum pemohon.  

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan verifikasi 

kembali terhadap dokumen perbaikan permohonan, 

Dalam verifikasi Formil dan Materiil beberapa yang harus 

dilengkapi seperti:  

1. Kelengkapan Materiil yaitu Perbaikan Permohonan 

sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah sesuai 

namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 

4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota; 

2. Kelengkapan Formil tidak lengkap. 

f. Objek Sengketa Pemilihan 

Objek sengketa Pemohonan Pemohon berkaitan 

pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota 

Samarinda : 

1) Bahwa verifikasi faktual perbaikan melanggar ketentuan 

pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020.  

2) Bahwa verifikasi faktual perbaikan yang dilaksanakan 

KPU Kota Samarinda dengan mengumpulkan atau 



 
Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa 

  Bawaslu Kota Samarinda 
 

15 
 

mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1.KWK 

Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan 

bertentangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

PENGAWASAN,PENANGANAN PELANGGARAN,DAN 

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA 

NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID – 

19 ) dimana dalam pasal 21 ayat 3  menyebutkan : 

Pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual 

perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan serentak 

lanjutan dengan cara : 

a. Memastikan verfikasi faktual dan verifikasi faktual 

perbaikan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas 

PPS atau petugas verifikasi dengan cara mendatangi 

setiap tempat tinggal pendukung dengan 

menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian 

COVID – 19. 

3) Bahwa KPU Kota Samarinda harus melakukan verifikasi 

ulang terhadap pendukung TERMOHON 

 

g. Rencana Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Rencana tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang 

diterima oleh Bawaslu Kota Samarinda setelah Pemohon 

melakukan Perbaikan Permohonan. Dalam verifikasi Formil 

dan Materiil beberapa yang harus dilengkapi seperti:  
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1. Kelengkapan Materiil yaitu Perbaikan Permohonan 

sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah sesuai 

namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 

4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota; 

2. Kelengkapan Formil tidak lengkap. 

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan 

Penerimaan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon 

melaksanakan Rapat Pleno untuk dapat dituangkan 

dalam Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi 

Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan. 

 

h. Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Proses Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan 

 Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menerima Permohonan 

Sengketa dengan Tanda Terima Dokmen Nomor 

001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 dinyatakan tidak memenuhi 

syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat diregister dimuat 

dalam Formulir Model PSP-5. Sehingga hal lain yang berkaitan 

dengan Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan menurut 

Bawaslu Kota Samarinda tidak ada. 

 

8. Dinamika Yang Terjadi  

Malpraktik pada pemilu adalah sebuah tindakan pelanggaran 

baik yang disengaja maupun tidak, legal atau ilegal (Ramlan,dkk, 

2014:31). Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat 
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tidaknya aturan main dalam proses elektoral dan antisipasi 

pencegahan agar malpraktik di atas bisa dihindari. 

Salah satu yang sering terjadi dan menjadi objek gugatan di 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah 

kelalaian atau kecerobohan akibat ketidakhati-hatian dalam 

menerapkan tahapan pemilu. Dalam situasi normal saja, problem 

ini sering terjadi, apalagi dalam situasi tidak normal dan darurat 

seperti pilkada di tengah pandemi COVID-19 saat ini. 

Sebagai contoh, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 

hingga 13 Mei 2020, kurang lebih 156 calon perseorangan telah 

dinyatakan diterima oleh KPU dan 45 calon ditolak pendaftarannya 

karena syarat awal tidak memenuhi. 

Menurut tahapan awal sebelum pandemi COVID-19, 

verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan 

ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat pandemi, tahapan 

tersebut tertunda, termasuk penundaan verifikasi syarat dukungan 

calon perseorangan. Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 

Tahun 2020, KPU harus membuat langkah verifikasi syarat 

dukungan tersebut yang lebih rasional. Masalah yang dihadapi oleh 

KPU adalah soal waktu mengingat 9 provinsi dan 270 daerah 

kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 bisa 

saja sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Padahal, verifikasi syarat dukungan harus dilakukan 

secara random dan untuk mengecek apakah syarat dukungan yang 

diberikan oleh calon tersebut sahih atau tidak, diperlukan petugas 

yang harus turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. 

Potensi malpraktik pada Pilkada 2020 terbuka mengingat 

tahap verifikasi syarat dukungan calon perseorangan adalah tahap 

yang sensitif karena menentukan nasib seorang calon 

perseorangan, apakah lolos atau gagal untuk maju ke pilkada. 
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Tingkat kemungkinan malpraktik pada tahap ini bisa terjadi sebab 

berdasarkan pengalaman pada situasi normal saja, dari sejumlah 

kasus pada Pilkada Serentak sebelumnya, verifikasi syarat 

dukungan pasangan perseorangan ini banyak menimbulkan 

sengketa. Oleh kerena itu, tingkat kemungkinan malpraktik pada 

verifikasi syarat dukungan calon perseorangan bisa menjadi 

kendala bagi penyelenggara apabila tidak dilakukan secara hati-

hati. 

Problem lain yang bisa menimbulkan malpraktik pada 

Pilkada 2020 ialah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. 

Persoalan ini menjadi salah satu isu krusial dalam sejarah pemilu di 

Indonesia karena basis data pemilih selalu berbeda dan tidak 

sama, sehingga sering menimbulkan perselisihan antara 

penyelenggara dengan peserta pemilu (termasuk pilkada). Salah 

satu tingkat kesulitan dalam pilkada mendatang ialah apabila 

COVID-19 tidak usai, bagaimana dengan pemilih yang merantau 

atau tinggal di luar wilayah provinsi dan/atau kabupaten yang 

menyelenggarakan pilkada? Meskipun KPU dalam menyusun 

tahapannya bisa memberikan kelonggaran bahwa tahapan 

pemutakhiran pemilih bisa dilakukan hingga 9 Desember 2020, 

langkah itu justru menunjukkan KPU tidak yakin akan data yang 

dimilikinya. Pola itu mungkin dilakukan mengingat pada tahapan 

Pilkada 2020 sebelumnya, KPU menetapkan agenda pemutakhiran 

pemilih dilakukan hingga 23 September 2020. 

Selain persoalan ketidakpastian data, tidak akuratnya data 

pemilih juga bisa berdampak pada tingkat partisipasi pada pilkada. 

Sebagai ilustrasi, kajian Moch. Nurhasim (dkk) pada 2015 dan 2016 

mengenai tingkat kehadiran pemilih pada pilkada (voter turn out) 

menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 

pada Pilkada di Medan dan Batam karena pemilih yang merantau 
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dan tingkat mobilitas pemilih yang tinggi. Akibatnya, selain tidak 

bisa dilakukan pemutakhiran sehingga data kurang update dan 

tidak sesuai dengan pemilih yang aktual, seringkali penyelenggara 

juga kesulitan untuk mencari alamat pemilihnya. Situasi seperti itu, 

lagi-lagi terjadi pada situasi normal. Lalu, dengan situasi COVID-19 

saat ini, apakah pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan secara 

optimal? 

Mengandalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar 

Pemilih Tambahan (DPTb) yang terus menerus terjadi dan tidak 

ada perbaikan oleh penyelenggara, sebenarnya dapat disebut 

sebagai bagian dari malpraktik penyelenggaraan pemilu. Masalah 

DPTb yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu umumnya adalah pemilih 

yang ingin menggunakan hak pilihnya di suatu tempat yang 

berbeda dengan tempat tinggalnya, ternyata mengalami berbagai 

kesulitan akibat proses pengurusan yang “njlimet”. Di masa PSBB 

dengan pembatasan-pembatasan physical distancing atau social 

distancing, hal tersebut tentu harus diantisipasi oleh penyelenggara 

pilkada. 

Potensi malpraktik berikutnya adalah pada saat 

penghitungan suara. Peserta Pilkada 2020, baik calon dari partai 

maupun perseorangan, harus memenuhi target untuk menyediakan 

saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Psikologi pemilih 

untuk menjaga jarak sosial dalam masa PSBB bisa menjadi 

kendala bagi munculnya pengawasan yang sifatnya partisipatif. 

Selain itu, pada situasi sulit di tengah PSBB bisa jadi calon juga 

kesulitan mencari saksi, dan situasi yang sama juga bisa dialami 

oleh pengawas pemilu. 
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9. Kesimpulan 

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan 

Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten 

Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang 

kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah 

yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 

718,00 km2. Dengan penduduk di Kota Samarinda berjumlah 

886.806 jiwa.  

Jumlah suara sah berdasarkan formular model D.HASIL 

KABUPATEN/KOTA – KWK Komisi Pemilihan Umum Kota 

Samarinda Sejumlah : 284080. Calon Walikota dan Wakil Walikota 

melalui Jalur Perseorangan yaitu Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. 

Sarwono, S.P., M.M,  Hj. Siti Qomariah S.E., M.M. dan Ansarullah, 

S.E serta Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk 

Allo. Sedangkan Calon Walikota dan Wakil Walikota diusung Partai 

Politik yaitu Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis dan 

Pasangan Calon dari Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi. 

Secara umum upaya pencegahan dilakukan dengan 

bersurat kepada peserta Pemilihan terkait potensi rawan sengketa 

dan regulasi yang wajib dipatuhi peserta Pemilihan. Setelah 

mereka memahami regulasi tidak terjadi sengketa. 

Berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya ke bawah untuk 

cermat dan teliti mengambil tiap keputusan. Sebab sedikit saja 

celah, dapat berpotensi disengketakan peserta Pemilihan. 

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan 

Penyelenggara dengan Bakal Pasangan Calon atas nama 

Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo telah 

mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Samarinda 

pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus 
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Tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 14.52 Wita diterima oleh 

staf yang ditunjuk sebagai penerima permohonan sengketa 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Setelah 

diterimanya dokumen permohonan sengketa, Bawaslu Kota 

Samarinda melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen 

yang dijadikan alat bukti dalam permohonan sengketa 

pemilihan. Bakal Pasangan Calon tersebut mengajukan objek 

Sengketa Pemohon berkaitan pelaksanaan verifikasi faktual 

perbaikan oleh KPU Kota Samarinda.  

Namun, Kelengkapan Materiil yaitu Perbaikan 

Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah 

sesuai namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 4 

ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Kelengkapan Formil tidak 

lengkap. 

Menurut tahapan awal sebelum pandemi COVID-19, 

verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan 

ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat pandemi, tahapan 

tersebut tertunda, termasuk penundaan verifikasi syarat dukungan 

calon perseorangan. Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 

Tahun 2020, KPU harus membuat langkah verifikasi syarat 

dukungan tersebut yang lebih rasional. Masalah yang dihadapi oleh 

KPU adalah soal waktu mengingat 9 provinsi dan 270 daerah 

kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 bisa 

saja sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Padahal, verifikasi syarat dukungan harus dilakukan 

secara random dan untuk mengecek apakah syarat dukungan yang 
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diberikan oleh calon tersebut sahih atau tidak, diperlukan petugas 

yang harus turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. 

 

10. Saran 

Penyelenggara Pilkada 2020, baik KPU maupun Bawaslu 

harus membuat sejumlah peta jalan (road map) untuk 

mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malpraktik yang 

disebutkan di atas. Tujuannya jelas, agar Pilkada 2020 tidak 

disebut sebagai pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak 

berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh 

penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu. 

Pertama, KPU perlu membuat Peraturan KPU (PKPU) yang 

menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya 

berkaitan dengan ukuran-ukuran sebuah pilkada dapat ditunda atau 

tidak dilaksanakan. Meskipun bisa dianggap “anomali”, tetapi ini 

menjadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan. Koordinasi 

antara KPU, Bawaslu, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri 

dalam menetapkan peta jalan antisipasi dapat meminimalisir 

kemungkinan yang tidak terduga sebagai dampak situasi pandemi 

COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. 

Kedua, Bawaslu sejak awal dapat mengantisipasi berbagai 

kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks 

Kerawanan Pilkada 2020 yang pernah disusun, dengan melakukan 

koordinasi bersama KPU, khususnya untuk membuat berbagai 

skema inovatif dalam rangka mengantisipasi bottleneck yang terjadi 

dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lain adalah 

dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa 

kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan 

Pilkada 2020 akibat situasi darurat. 
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Ketiga, apabila KPU ingin mendesain sebuah e-rekapitulasi 

elektronik sebagaimana wacana yang berkembang untuk 

mengantisipasi malpraktik yang mungkin terjadi pasca-pemberian 

suara, KPU harus memastikan tingkat keamanan dan kesahihan 

data e-rekapitulasi elektronik yang menjadi data resmi hasil pilkada. 

Pengalaman polemik Situng pada Pemilu 2019 lalu harus menjadi 

pelajaran berharga, yaitu e-rekapitulasi elektronik sebagai data 

resmi pilkada akan rawan gugatan apabila tidak dipastikan tingkat 

keamanan dan kesahihannya dengan proses e-rekapitulasi yang 

transparan dan terpercaya. 

Terakhir, penting untuk memastikan bahwa data pemilih 

akurat sebab perselisihan soal data pemilih ini telah menggerus 

tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. 

Kesahihan data pemilih dapat mengakhiri polemik dosa warisan 

problem elektoral yang bersumber dari sengkarut data pemilih yang 

selama ini terjadi. KPU harus berani memastikan bahwa data 

pemilih yang dimilikinya adalah data pemilih yang akurat. Hal itu 

dengan mudah bisa dibuktikan apabila pemilih yang menggunakan 

Data Pemilih Khusus (DPK) tidak terlalu banyak atau tidak 

signifikan.  
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BAB II 

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta 

 

1. Luas Wilayah 

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan 

Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten 

Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang 

kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah 

yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 

718,00 km2 dan terletak antara 117003'00" Bujur Timur dan 

117018"14" Bujur Timur serta diantara 00019'02" Lintang Selatan 

dan 00042'34" Lintang Selatan. 

Sejak akhir tahun 2010 kota Samarinda dibagi menjadi 10 

kecamatan yaitu kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda 

kota, Sambutan, Samarinda Sebarang, Loa Janan Ilir, Sungai 

Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. 

Sedangkan jumlah desa di kota Samarinda sebanyak 59 

Kelurahan/Desa.3 

Letak, batas dan luas kota Samarinda dapat digambarkan 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3 

1. Letak Antara 117003'00" Bujur Timur 

  117018'14" Bujur Timur 

  00019'02" Lintang Selatan 

  00042'34" Lintang Selatan 

2. Batas Utara Kabupaten Kutai Kartanegara 

 
3 Ibid. 
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 Timur Kabupaten Kutai Kartanegara 

 Selatan Kabupaten Kutai Kartanegara 

 Barat Kabupaten Kutai Kartanegara 

3. Luas  718,00 Km2 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di Kota Samarinda berdasarkan table tahun 2020 

sebagai berikut:4 

Tabel 4 

Jenis Kelamin Dan Jumlah Tahun 2020 

Laki-Laki 458.074 

Perempuan 428.732 

Jumlah 886.806 

 

3. Calon Walikota dan Wakil Walikota 

 Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan: 

a. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M 

b. Hj. Siti Qomariah S.E., M.M. dan Ansarullah, S.E 

c. Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo 

 Calon Walikota dan Wakil Walikota diusung Partai Politik: 

a. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis 

b. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi 

 

4. Peserta pemilihan 

1. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis 

2. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi 

 
4 Ibid. 
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3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M 

 

5. Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK tim kampanye  

a. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Samarinda Nomor Urut 1 Atas Nama Muhammad Barkati dan 

Muhammad Darlis berdasarkan Surat Keputusan Tim 

Pemenangan Barkati – Darlis (BADAR) Nomor : TP-

BD/Kpts/01/VIII/2020 sebagai berikut: 

Koordinator : Joko Wiratno 

 Seksi Media Konvensional 

Ketua  : Joni Sinatra Ginting, S.E., S.H., M.H 

Wakil  : H. Yusran, S.T 

     Imam Supi’i 

     Abdul Rahman 

     Makaryadiansyah 

     Muhammad Yamin 

     Melisa 

     Zulvikar 

 Seksi Media Online 

Ketua  : Adi Teguh Nugroho 

Wakil  : Patra Putra Pratama 

     Hamzah, S.E 

 Tim Buzer 

Ketua  : Arif Pahrizal 

Wakil  : Ahmad Sofian Noor, A.Ah., M.M 

     Edy Suparno 

 

b. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Samarinda Nomor Urut 2 Atas Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. 
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Rusmadi berdasarkan Formulir Model BC1-KWK tertanggal 2 

September 2020 sebagai berikut: 

Ketua   : H. Helmi Abdullah, S.E., M.M 

Wakil Ketua  : Dimyati Musthofa, S.Hut 

       H. Joha Fajal, S.E., MM 

      Dr. H. J. Jahidin, S.H., M.H 

      Herman A. Hasan, S. Pd., M. Sos 

      Dr. H. A. Sopiyan, S.H., M.H., M. Si 

      Supriyana, S.H., M.M 

Sekretaris  : H. Supandi, S.E 

Wakil Sekretaris  : Moh. Yusrul Hana, S. Pd.I 

      Fahrullah Nur Asni, S.H., M.H 

      Wahyudi, S.Pd 

      Hj. Laila Fatihah, M.Si 

      Dudin Waluyo A. S, S.H., M.H 

      Fitri Eka Dinanti,, S.E., M.M 

Bendahara  : Celni Pita Sari, S.H., M.M 

Wakil Bendahara : H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I., M.M 

      Deny Krestiono 

      Sumiatun, S.E 

      Muhammad Rifai, S.H 

      Sugito 

Koordinator  

Divisi Kesekretariatan : Moh. Yusrul Hana, S.Pd.I 

Anggota   : Ismail Latisi, S.Pd 

      Andi Hasnan Hakim, S.Pd 

      Muhammad Husayri 

      Aang Nawa Syarif 

      M. Supianto, S.H 

      Syandri Syamsuddin, M 
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      Supardi Yusuf 

      Ardiansyah, S.H 

      Samsul Bedu 

Koordinator  

Divisi Saksi dan  

Tabulasi   : Abdurrahman, S.E 

Anggota   : Sutarti 

      Awalin Insani Thayib 

      Syahrani, S.Pd., M.Pd 

      Agus Wahyudi, S.T 

      

c. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Samarinda Nomor Urut 3 Atas Nama Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si 

dan H. Sarwono, S.P., M.M berdasarkan Formulir Model BC1-

KWK tertanggal 16 Agustus 2020 sebagai berikut: 

Tingkat Kota Samarinda  : Abdul Murrsyid, S.Hut 

Kecamatan Samarinda Ulu  : Sujito 

Kecamatan Sungai Kunjang  : Joko W 

Kecamatan Samarinda Kota  : Ikhwanul Toat, S. Sos 

Kecamatan Samarinda Seberang : Faturrahman 

Kecamatan Loa Janan Ilir  : Fitrah 

Kecamatan Palaran   : Abdul Mutholib, S.Pd 

Kecamatan Sambutan   : Edy Junaydi 

Kecamatan Samarinda Ilir  : Fadel B 

Kecamatan Sungai Pinang  : Rijaluddin Nasya 

Kecamatan Samarinda Utara  : Ahmadi, S.Pd.I 

 

6. Nomor SK mandat dari Kabupaten/Kota 

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda 

Nomor 161/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/09/2020 tentang 
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Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, 

tertanggal 24 September 2020.  

 

7. Nama dan Jumlah Kecamatan Kelurahan/Desa 

Tabel 5 

No. Kecamatan Kelurahan/Desa 

1. Palaran 

1. Handil Bhakti 

2. Simpang Pasir 

3. Rawa Makmur 

4. Bukuan 

5. Bantuas 

2. Samarinda Ilir 

1. Selili 

2. Sungai Dama 

3. Sidodamai 

4. Sidomulyo 

5. Pelita 

3. Samarinda Kota 

1. Bugis 

2. Pasar Pagi 

3. Pelabuhan 

4. Sungai Pinang Luar 

5. Karang Mumus 

4. Sambutan 

1. Pulau Atas 

2. Sindang Sari 

3. Makroman 

4. Sambutan 
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No. Kecamatan Kelurahan/Desa 

5. Sungai Kapih 

5. 
Samarinda 

Seberang 

1. Mesjid 

2. Baqa 

3. Sungai Keledang 

4. Gunung Panjang 

5. Mangkupalas 

6. Tenun 

6. Loa Janan Ilir 

1. Sengkotek 

2. Simpang tiga 

3. Tani Aman 

4. Harapan Baru 

5. Rapak Dalam 

7. Sungai Kunjang 

1. Loa Buah 

2. Loa Bakung 

3. Teluk Lerong Ulu 

4. Lok Bahu 

5. Karang Asam Ulu 

6. Karang Asam Ilir 

7. Karang Anyar 

8. Samarinda Ulu 

1. Teluk Lerong Ilir 

2. Jawa 

3. Dadi Mulya 

4. Sidodadi 

5. Gunung Kelua 



 
Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa 

  Bawaslu Kota Samarinda 
 

31 
 

No. Kecamatan Kelurahan/Desa 

6. Air Hitam 

7. Air Putih 

8. Bukit Pinang 

9. Samarinda Utara 

1. Lempake 

2. Sempaja Selatan 

3. Sungai Siring 

4. Tanah Merah 

5. Sempaja Utara 

6. Budaya Pampang 

7. Sempaja Barat 

8. Sempaja Timur 

10. Sungai Pinang 

1. Temindung Permai 

2. Bandara 

3. Sungai Pinang Dalam 

4. Mugirejo 

5. Gunung Lingai 

Jumlah 59 Kelurahan/Desa 

 

8. Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi dan Keadaaan 

lainnya) 

Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi dan Keadaan 

lainnya) pada beberapa Kecamatan Kota Samarinda sebagai 

berikut: 

a. Kecamatan Samarinda Utara:  
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 Kelurahan Sempaja Utara Daerah Berambai perbatasan 

Kukar, geografis wilayah tersebut berbukit dan akses jalan 

kurang bagus, jaringan di wilayah tersebut terdapat 2 TPS 

dimana jaringan tidak bisa di akses Internet (2G).  

 Kelurahan Budaya Pampang perbatasan Kukar, geografis 

wilayah tersebut berbukit dan akses jalan kurang bagus, 

jaringan di wilayah tersebut terdapat 1 TPS dimana jaringan 

tidak bisa di akses Internet (2G).                  

b. Kecamatan Palaran:  

Kelurahan Bantuas dan Kelurahan Handil Bakti, wilayah 

tersebut letak geografisnya daratan dan persawahan, jaringan 

tidak bisa di akses Internet 3 TPS di 2 Kelurahan.  

c. Kecamatan Sungai Kunjang:  

Kelurahan Loa Buah akses geografis terlalu jauh, jika jalan 

darat kondisi jalan tersebut berlumpur ketika hujan. jika melalui 

akses sungai perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jam. 

 

9. Jadwal Kampanye  

Jadwal Kampanye 26 September 2020 - 5 Desember 2020. 

Masa Penayangan iklan kampanye bersponsor/komersial 22 

November 2020 - 5 Desember 2020. Dengan total kegiatan 

kampanye 3 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Samarida tahun 2020 sebagai sebagai berikut : 

Tabel 6 

No 
Nama  

Paslon 
Palaran 

Loa 

Janan  

Ilir 

SMD  

Seberang 

SMD  

Ilir 

SMD  

Kota 

SMD  

Ulu 

SMD  

Utara 
Sambutan 

Sei  

Kunjang 

Sei 

Pinang 
Jumlah 

1 
Barkati- 

Darlis 
23 38 39 33 18 23 17 23 48 36 298 
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2 

Andi 

Harun-

Rusmadi 

6 11 3 10 11 15 25 12 25 25 143 

3 
Zairin-

Sarwono 
4 6 6 6 5 5 7 5 15 5 64 

Total Kegiatan 

Kampanye 
33 55 48 49 34 43 49 40 88 66 505 

Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda 

Dengan metode kampanye sebagai berikut: 

                                                  Tabel 7 

No Metode Kampanye 

 

Jumlah 

1 Pertemuan Terbatas 0 0 0 0 2 42 0 0 0 0 44 

2 Pertemuan Tatap Muka 33 49 46 49 19 0 46 40 72 63 417 

3 Penyebaran Bahan Kampanye 0 0 2 0 1 0 1 0 4 1 9 

4 Pemasangan Alat Praga Kampanye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Media Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

6 
iklan media cetak, media elektronik, 

dan media dalam jaringan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Rapat Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Kegiatan lainnya yang tidak 

melanggar 
0 6 0 0 12 1 2 0 11 1 33 

Total Metode Kampanye 33 55 48 49 34 43 49 40 88 66 505 

Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda 
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10. Startegi Pencegahan 

Penyelesaian sengketa acara cepat merupakan domain 

Panwaslu Kecamatan yang mana mereka diharapkan mampu 

menyelesaikan masalah di antara peserta pemilihan pada masa 

kampanye. Masalah kecil antar peserta pemilihan seperti jadwal 

kampanye diharapkan dapat diselesaikan dengan metode 

Penyelesaian Sengketa Acara Cepat dan peserta pemilihan 

sebaiknya tidak menempuh jalur pelanggaran yang berujung pada 

pemberian sanksi kepada salah satu Peserta Pemilihan. Dan 

memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat 

dibawahnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait 

tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan. 

 

11. Dinamika Yang terjadi 

Penyelesaian sengketa antarpeserta diselesaikan melalui 

mekanisme penyelesaian sengketa acara cepat, yang mana jangka 

waktu penyelesaiannya paling lama 3 hari terhitung sejak 

permohonan diterima oleh Panwaslu Kecamatan. Tiga 

kemungkinan potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan 

yaitu Penempatan dan Zona Alat Peraga Kampanye serta Bahan 

Kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan 

pendiskreditan oleh peserta lain. Berkaitan dengan situasi pandemi 

Covid-19.  

Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa wajib memenuhi 

protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu 

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan 

Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Kondisi 

Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu 

melakukan pembatasan jumlah orang yang di periksa dengan 

memperhatikan kebutuhan pemeriksaan; Menghindari terjadinya 
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kerumunan; Menjaga jarak aman ketika pemeriksaan; Melakukan 

pengecekan kondisi suhu tubuh; Menggunakan APD; 

Memperhatikan pembatasan sosial dan kontak fisik; Menyediakan 

handsanitizer, dan Menghindari penggunaan benda yang 

berpotensi dapat menyebarkan covid-19. Adapun Pendampingan 

dari Bawaslu Kota Samarinda, sebagaimana Pasal 74 Perbawaslu 

Nomor 4 Tahun 2020, dapat dilakukan baik melalui tatap muka 

maupun secara daring 

12. Kesimpulan 

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan 

Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten 

Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang 

kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah 

yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 

718,00 km2. Dengan penduduk di Kota Samarinda berjumlah 

886.806 jiwa. Dengan jumlah Kelurahan/Desa se-Kota Samarinda 

sebanyak 59 kelurahan.   

Peserta pemilihan yang ditetapkan oleh KPU kota Samarinda 

ada 3 pasangan calon sebagai berikut: 

1. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis 

2. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi 

3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M 

Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdiri dari 

Koordinator, Seksi Media Konvensional, Media Online, Tim Buzzer 

berjumlah 15 orang. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 

terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, 

Bendahara dan Wakil Bendahara, Koordinator Divisi Sekretariatan 

dan anggota, Koordinator Saksi dan Tabulasi dan anggota 
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berjumlah 35 orang. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 

di tingkat Kota sebanyak 1 orang dan masing-masing 1 orang 

setiap Kecamatan. 

Panwaslu Kecamatan mendapatkan surat Keputusan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 

161/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/09/2020 tentang Mandat 

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, tertanggal 24 

September 2020.  

Kondisi pada beberapa Kecamatan Kota Samarinda yaitu 

kecamatan samarinda utara di kelurahan sempaja utara dan 

kelurahan budaya pampang, kecamatan palaran di kelurahan 

bantuas dan kelurahan handil bakti, kecamatan sungai kunjang di 

kelurahan loa buah terkendala Jaringan dan Akses Geografis. 

 Jadwal Kampanye 26 September 2020 - 5 Desember 2020. 

Masa Penayangan iklan kampanye bersponsor/komersial 22 

November 2020 - 5 Desember 2020. Dengan total kegiatan 

kampanye 3 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Samarida tahun 2020 dengan Pertemuan terbatas, pertemuan 

tatap muka dan dialog dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 

berjumlah 185 kegiatan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 

86 kegiatan dan Pasangan Calon Nomor 3 berjumlah 33 kegiatan. 

Strategi pencegahan dengan memperkuat jaringan dan 

korespondensi kepada Bawaslu setingkat dibawahnya untuk 

memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara 

penyelesaian sengketa Pemilihan. Potensi terjadinya sengketa 

antarpeserta pemilihan yaitu Penempatan dan Zona Alat Peraga 

Kampanye serta Bahan Kampanye, tempat dan waktu 

berlangsungnya kampanye, dan pendiskreditan oleh peserta lain. 

Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19.  
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Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa wajib memenuhi 

protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu 

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan 

Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Kondisi 

Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu 

melakukan pembatasan jumlah orang yang di periksa dengan 

memperhatikan kebutuhan pemeriksaan; Menghindari terjadinya 

kerumunan; Menjaga jarak aman ketika pemeriksaan; Melakukan 

pengecekan kondisi suhu tubuh; Menggunakan APD; 

Memperhatikan pembatasan sosial dan kontak fisik; Menyediakan 

handsanitizer, dan Menghindari penggunaan benda yang 

berpotensi dapat menyebarkan covid-19.  

 

13. Saran 

Bawaslu Kota Samarinda telah memperkuat jaringan dan 

korespondensi kepada Bawaslu setingkat dibawahnya untuk 

memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara 

penyelesaian sengketa Acara Cepat. Panwaslu Kecamatan sangat 

perlu memahami mengenai teknis pelaksanaan sengketa acara 

cepat. Karena akan banyak kejadian-kejadian nanti yang akan 

disengketakan secara cepat di tingkat kecamatan.  

Panwaslu Kecamatan sudah diberikan pemetaan terhadap 

potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan yaitu 

Penempatan dan Zona Alat Peraga Kampanye serta Bahan 

Kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan 

pendiskreditan oleh peserta lain. Berkaitan dengan situasi pandemi 

Covid-19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Samarinda berkaitan 

dengan Hasil Pengawasan tidak ada menangani Sengketa Acara 

Cepat.  

 



 
Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa 

  Bawaslu Kota Samarinda 
 

38 
 

BAB III 

Prospek Penyelesaian Sengketa Kedepan 

 

Potensi sengketa Pemilihan sangat mungkin terjadi disetiap 

tahapannya. Upaya pencegahan harus terus dilakukan seperti sosialisasi 

Undang-undang dan peraturan perundang- undangan kepada peserta 

Pemilihan. Memastikan pengawasan Bawaslu di tiap tahapan berbasis 

data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa, memiliki data penguat untuk dasar 

menerbitkan putusan. Seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilihan di 

Bawaslu Kota Samarinda berjalan lancar dan sukses, KPU juga 

menindaklanjutinya dengan professional dan sesuai ketentuan. 

Selanjutnya supporting dari kesekretariatan Bawaslu Kota Samarinda 

harus ditingkatkan.  

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota telah 

memuat termohon adalah peserta pemilihan atau tim kampanye. Begitu 

pula untuk prinsip penyelesaian merupakan penggabungan dari 

Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan dapat dilakukan 

dengan acara cepat dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 dengan cara 

musyawarah cepat. Dengan prinsip penyelesaian melalui musyawarah 

dengan acara cepat. 

Prospek Penyelesaian Sengketa kedepan Bawaslu Kota 

Samarinda mendorong optimalisasi peran sekretariat memahami alur 

penyelesaian sengketa yang tertera di Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 

2020, dengan cara memberi bimbingan teknis dan simulasi, menguatkan 

kepada Sumber Daya Manusia (SDM) terkhususnya kepada Panwaslu 

Kecamatan agar lebih peka terhadap potensi-potensi Sengketa 

antarpeserta yang terjadi di wilayahnya masing-masing. 
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